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BAB 1V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pertanggung jawaban Negara atas Pencemaran Emisi Karbon Lintas Batas 

Menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

Pertanggung jawaban negara atas polusi emisi karbon lintas batas dalam 

kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution didasarkan 

pada prinsip tanggung jawab negara (state responsibilty) dan prinsip 

pencegahan polusi lintas batas . AATHP menegaskan bahwa setiap pihak 

negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menyatukan, dan 

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan 

kabut asap melintasi batas. 

Dalam konteks ini, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat 

represif setelah terjadinya pencemaran, tetapi juga bersifat preventif. Negara 

wajib membangun sistem pengawasan, menetapkan regulasi nasional yang 

efektif, serta melakukan kerja sama regional dalam pengendalian kebakaran. 

Kegagalan suatu negara dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat 

menimbulkan dampak buruk terhadap hukum internasional, terutama 

apabila terbukti bahwa pencemaran yang terjadi berasal dari wilayahnya dan 

menimbulkan kerugian bagi negara lain. AATHP menempatkan tanggung 

jawab negara dalam kerangka kerja sama regional, sehingga 

penyelesaiannya lebih menekankan pada koordinasi, transparansi, dan 
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solidaritas antarnegara ASEAN. Dengan demikian, tanggung jawab negara 

dalam perjanjian ini tidak semata-mata berupa pemulihan, tetapi lebih pada 

kewajiban melakukan pencegahan, mitigasi, serta penguatan tata kelola 

lingkungan secara berkelanjutan. 

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara di Desa Pebenaan 

Pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap emisi karbon lintas 

batas di Desa Pebenaan menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia 

telah memiliki perangkat hukum yang mampu, baik melalui undang-undang 

lingkungan hidup, peraturan tentang larangan pembakaran lahan, maupun 

komitmen internasional melalui AATHP. Namun, secara empiris dan 

sosiologis, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. 

Faktor-faktor seperti kegiatan pembukaan lahan dengan cara 

pembakaran, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi, 

keterbatasan sarana pemadaman, serta kondisi geografis lahan gambut yang 

mudah terbakar menjadi penyebab berulangnya kebakaran. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

pelaksanaannya. 

Negara telah melakukan berbagai upaya, seperti pembentukan tim 

terpadu penanggulangan kebakaran, penerapan kebijakan larangan 

pembakaran, serta kerja sama regional dalam pertukaran informasi. Namun, 

efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek 

pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. 
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Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab negara di Desa 

Pebenaan belum sepenuhnya optimal, sehingga masih diperlukan penguatan 

tata kelola lingkungan, peningkatan pengawasan, serta pendekatan yang 

lebih komprehensif dan partisipatif untuk mencegah terulangnya 

pencemaran lintas batas 

B. Saran 

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan kebakaran melalui deteksi 

dini berbasis teknologi, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan ketat 

terhadap aktivitas perusahaan perkebunan dan kehutanan. Pengawasan harus 

dilakukan secara berkelanjutan dan transparan untuk mencegah terjadinya 

pembakaran lahan. 

2. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun 

korporasi, harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Sanksi administratif, 

perdata, maupun pidana harus diterapkan secara proporsional agar 

menimbulkan efek jera. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap 

efektivitas mekanisme pertanggungjawaban korporasi dalam kasus 

kebakaran hutan dan lahan. 

3. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan edukasi 

lingkungan kepada masyarakat Desa Pebenaan mengenai dampak kebakaran 

dan polusi melewati batas. Alternatif pembukaan lahan tanpa bakar harus 

disosialisasikan dan difasilitasi agar masyarakat tidak lagi bergantung pada 

metode pembakaran. 
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4. Sebagai negara pihak AATHP, Indonesia perlu terus memperkuat kerja 

sama regional dalam bentuk pertukaran data, bantuan teknis, dan 

peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran. Transparansi informasi 

kepada negara-negara tetangga juga penting untuk menjaga kepercayaan dan 

stabilitas hubungan regional. 

5. Negara perlu menerapkan pendekatan tata kelola lingkungan yang  

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan. dengan tata kelola yang baik, tanggung jawab negara tidak 

hanya bersifat formal, namun benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata 

di lapangan. 
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